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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penerapan Besarnya
Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Antasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran Dan Penggunaan
luran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusion
Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila Dalam Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan  Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah
NonKementerian, Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural, Dan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk Di Daerah.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018
tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan
Liquefied Petroleum Gas.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Inspeksi Teknis Dan Pemeriksaan Keselamatan dan Peralatan Pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmsonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapsitas Fiskal
Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah.
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 yang
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga
Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis
Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda
Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan
Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang
menggantikan Peraturan Nomor 65 Tahun 2006.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk
Tahun 2020.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Insentif Fiskal Tahun 2021.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
27 Tahun 2014 Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Reklame
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Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124 Tahun 2024
tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan di Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2024.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124 Tahun 2024
tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan di Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2024

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik,
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the
Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2
September 1990, in accordance with article 49 of Convention on the Rights
of the Child, The General Assembly resolution 50/155 of 21 December 1995,
amendment to article 43, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the
Child, United Nations, Digital Library, 1990

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2024.
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Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2025
tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2025

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 281 Tahun 2025
tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2025

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Mekanisme dan Persyaratan Pelayanan Penerbitan lzin Penyelenggaraan
Reklame.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Nilai Jual
Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengurangan
Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok
dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Daerah Ke-32.

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900.1.13.1/Kep.69-Bapenda/I/2025 tentang
Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan
Sanksi Administratif Pembayaran PBB-P2.

Keputusan Wali Kota Depok Nomor 903/199/Kpts/BKD/Huk/2025 tentang
Program Pemberian Fasilitas Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun
Ke-26 Kota Depok Untuk Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak.
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